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Tentang : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA

MUKADIMAH

Kami Perawat medikal bedah Indonesia dibawah nauogganisasi profesi Persatuan Perawat
Nasional Indonesia (PPNI), menyadari bahwa saabélum ada organisasi profesi perawat
medical bedah di Indonesia. Kami menyakini bahwaik memerlukan suatu wadah bagi
perjuangan dan pengembangan profesi dalam rangkengkatkan profesionalisme perawat
medical bedah di Indonesia, demi tercapainya kel@idumasyarakat yang sehat, adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang — Undasgr 2945.

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa disertai dengancuainya keinginan bersama dari
perawat medikal bedah di Indonesia untuk menyatudiri dan membentuk wadah atau
organisasi yang selanjutnya dinamakan Himpunan wRe¢raMedikal Bedah Indonesia
(HIPMEBI) merupakan badan kelengkapan Persatueawé Nasional Indonesia (PPNI).

Bahwa untuk membentuk suatu organisasi yang meigidumengayomi, membina dan

mengembangkan pelayanan keperawatan medikal betiadodesia melalui kepengurusan yang
berada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupatesta kdalam upaya meningkatkan mutu
pelayanan keperawatan yang profesional dalam bikepgrawatan medikal bedah di Indonesia,
dan ikut serta dalam peningkatan kesejahteraangotamdgHimpunan Perawat medikal bedah
Indonesia.

Sebagai landasan untuk mencapai keinginan tersdmutsunlah pedoman organisasi dalam
bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangggpwtiam Perawat medikal bedah
Indonesia.



BAB |
IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 1
Nama Organisasi
Organisasi ini bernama Himpunan Perawat medikahlbéddonesia yang selanjutnya disingkat
dengan HIPMEBI.

Pasal 2
Bentuk Organisasi
Organisasi ini berbentuk himpunan, kedaulatannggiiditangan anggota melalui Kongres
Nasional.

Pasal 3
Waktu Pendirian
Organisasi ini didirikan pada tanggal 29 April 20dDJakarta sebagai fusi dari organisasi
keperawatan medikal bedah yang sudah ada sebeduyaity Himpunan Keperawatan Dewasa
Idonesia (HIKDI).

Pasal 4
Kedudukan
Organisasi ini berkedudukan di wilayah hukum Ned&esatuan Republik Indonesia dengan
Pengurus Pusat berada di Ibukota Negara, Pengumesa di Ibukota Propinsi dan Pengurus
Kota / Kabupaten di Ibukota Kabupaten sebagai bpdanakilan HIPMEBI Pusat.

Pasal 5
Lambang Organisasi
Lambang organisasi mencerminkan bahwa, sebagaivaeraedikal bedah selalu siap bekerja
dengan penuh tanggung jawab dan tanggung gugatssrantiasa mengembangkan diri dalam
ilmu dan ketrampilan keperawatan medikal bedah.

BAB I
SIFAT, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 6
Sifat
HIPMEBI adalah organisasi profesi perawat yang tientasi pada kebutuhan pelayanan
keperawatan medikal bedah di Indonesia melaluitpr&kperawatan profesional.

Pasal 7

Azas
Organisasi ini berazaskan kaidah organisasi prafdai-nilai profesi dan kode etik keperawatan
Indonesia.
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Pasal 8

Tujuan
Menghimpun dan menyatukan seluruh perawat Indongaiey bekerja dalam bidang
keperawatan medikal bedah di Indonesia.
Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kepdewanedikal bedah melalui
penelitian, inovasi dan pendidikan berkelanjutan
Mengembangkan karier dan prestasi kerja perawaikaldzedah
Meningkatkan kesejahteraan perawat medikal bedamdonesia.
Memfasilitasi dan melindungi anggota dalam mendaaperlindungan hukum.
Meningkatkan hubungan kerjasama dengan organigssbaga dan institusi lain baik di
dalam negeri maupun di luar negeri.

BAB Il
PERAN DAN FUNGSI

Pasal 9
HIPMEBI berperan sebagai regulat@nggota himpunan dengan fungsi: sertifikasi
pelatihan/pendidikan, standarisasi praktek profediodan registrasi anggota Himpunan
Perawat medikal bedah Indonesia.
HIPMEBIberperan sebagai penata kehidupan profeaws medikal bedah .
HIPMEBI berperan sebagai fasilitator dalam meresgp@mingkatan IPTEK, kesejahteraan
dengan pengembangan karier dan sistem penghapgaasaran dan pengembangan usaha.
HIPMEBIberperan menyuarakan aspirasi kebutuhan amakgt akan pelayanan
keperawatan medikal bedah kepada pihak-pihakiterka

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 10
Jenis Keanggotaan

Anggota HIPMEBIterdiri dari :

1.
2.
3.

Anggota biasa
Anggota penuh
Anggota kehormatan

Pasal 11
Anggota HIPMEBI adalah semua perawat medikal bedatdonesia yang telah terdaftar
sebagai anggota HIPMEBI.
Yang dimaksud anggota biasa adalah anggota yaregjhek area pelayanan medikal bedah,
Dosen/pendidik keperawatan medikal bedah atau perseminat.
Yang dimaksud dengan anggota penuh adalah anggoigaud latar belakang pendidikan
keperawatan serta keahlian dibidang keperawatarkeddsbdah
Yang dimaksud dengan anggota kehormatan adalaho&ngdengan latar belakang
pendidikan serta keahlian non keperawatan atau nneyap latar belakang pendidikan non
perawatan tetapi beralih tugas di luar keperawatamun mempunyai perhatian serta



kepedulian untuk meningkatkan dan mengembangkafegiomalisme perawat medikal
bedah .

BAB V
ORGANISASI
Pasal 12
Susunan organisasi terdiri dari tingkat pusat, ipmlan kabupaten/ kota

Pasal 13
Susunan pengurus organisasi terdiri dari :
1. Pengurus Pusat
2. Pengurus Propinsi
3. Pengurus Kabupaten/Kota

Pasal 14
Komposisi kepengurusan

1. Komposisi Pengurus Pusat

a. Ketua Umum

b. Wakil Ketua

c. Sekretaris Jenderal (SekJen)

d. Bendahara

e. Ketua Departeman Organisasi dan hukum:
- Wakil ketua bidang organisasi:
- Wakil ketua bidang hukum:

f. Ketua Departemen, humas, jejaring, dan IT:
- Wakil ketua humas:
- Wakil ketua jejaring:
- Wakil ketua IT:

g. Ketua Departeman pendidikan, pelatihan dan peaediti
- Wakil ketua bidang pendidikan:
- Wakil ketua bidang pelatihan:
- Wakil ketua bidang penelitian:

h. Ketua Departeman pelayanan:
- Wakil ketua bidang institusi pelayanan kesehatan:
- Wakil ketua bidang praktik mandiri:

i. Ketua Departeman kesejahteraan dan badan usaha:
- wakil ketua kesejahteraan kerja:
- wakil ketua badan usaha:

2. Komposisi Pengurus Propinsi

a. Ketua

b. Sekretaris :

c. Bendahara:

d. Ketua bidang Organisasi dan hukum

e. Ketua bidang humas dan jejaring



f. Ketua bidang pendidikan, penelitian dan pelatihan

g. Ketua bidang pelayanan

h Ketua bidang pengembangan, kerja sama dan humas
Ketua bidang kesejahteraan

3. Komp03|S| Pengurus Kabupaten/ Kota

=

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Ketua sub bidang Organisasi, hukum dan pemberdgy@dik
Ketua sub bidang pendidikan dan pelatihan

Ketua sub bidang pelayanan

Ketua sub bidang pengembangan, kerja sama dan humas
Ketua sub bidang kesejahteraan
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Pasal 15
Masa Kepengurusan
Pengurus dipilih untuk masa bakti 5 (Lima) tahun
Ketua umum dapat dipilih lagi maksimal dua kali m&spengurusan melalui kongres.

Pasal 16
Wewenang dan kewajiban

Pengurus Pusat adalah pelaksana tertinggi organisas

a. Dalam melaksanakan tugasnya pengurus pusat mekeld@nangan :

Menentukan kebijakan organisasi berdasarkan anggfasar dan anggaran rumah
tangga, program kerja serta peraturan organisagj k@nnya.

b. Pengurus Pusat Berkewajiban :

1) Membrikan pertanggungjawaban organisasi melaluigkes Nasional HIPMEBI
2) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan oagatierdasarkan AD/ART

Pengurus Propinsi adalah pelaksana organisasgkitirpropinsi

a. Dalam melaksanakan tugasnya pengurus propinsi mkek@lvenangan :

Menentukan kebijakan organisasi ditingkat propibsrdasarkan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga, program kerja serta penabuganisasi yang lainnya.

b. Pengurus Propinsi Berkewajiban :

1) Memberikan pertanggungjawaban organisasi melalagkes HIPMEBI propinsi
2) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan oggaisrdasarkan AD/ADT

Pengurus Kabupaten/Kota adalah pelaksana orgates@sggi di tingkat kab/Kota.

a. Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Kabupatenfi@taliki kewenangan :
Menentukan kebijakan organisasi berdasarkan anggtasar dan anggaran rumah
tangga, program kerja serta peraturan organisagi ignnya.

b. Pengurus Pusat Berkewajiban :

1) Memberikan pertanggungjawaban organisasi melalaigkes Kabupaten/Kota
2) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan oggaisrdasarkan AD/ART



BAB VI
KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 17
Sumber Keuangan

luran Pokok

luran wajib

Hibah dan Sumbangan

Usaha — usaha lain yang sah dan tidak mengikat
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Pasal 18
Kekayaan organisasi terdiri dari benda-benda bakgdan benda yang tidak bergerak yang
dapat digunakan untuk kegiatan organisasi

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18
Perubahan anggaran dasar ini hanya dapat dilakelealui Kongres Nasional atau Kongres
Luar Biasa

BAB IX
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 19
1. Organisasi dapat dibubarkan hanya melalui kongasgnal atau kongres luar biasa dengan
usulan dari pengurus propinsi minimum 50 % + 1 t#&l pengurus propinsi yang ada
2. Dalam hal organisasi dibubarkan, maka kekayaannwmgsi dihibahkan kepada lembaga
sosial

BAB IX
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 20
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasardmtur dalam Anggaran Rumah Tangga
dan aturan tambahan yang lain.

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 29 April 2010



ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
(HPMBI HIPMEBI HIPMEDI)

BAB |
PENJELASAN UMUM

Pasal 1

. Yang dimaksud dengan perawat medikal bedah adalahuh tenaga perawat yang bekerja
di institusi pelayanan kesehatan, pendidikan daktgprmandiri baik pemerintah dan swasta,
dengan memegang teguh kode etik keperawatan seai@pm memberikan asuhan
keperawatan medikal bedah secara profesional

. Himpunan Perawat medikal bedah Indonesia disingkAMEBImerupakan organisasi yang
menekankan kepada professionalisme pelayanan keggara medikal bedah  serta
peningkatan keilmuan dibidang keperawatan medikdhh

. Ruang lingkup keanggotaannya adalah seluruh peraedikal bedah Indonesia

BAB Il
VISI DAN MISI

Pasal 2
. Visi HIPMEBI menjadikan Perawat Medikal Bedah dnésia terdepan dalam memberikan
pelayanan Keperawatan Medikal Bedah yang profektaramandiri

. Misi HIPMEBIladalah :

a. Meningkatkan persatuan dan kesatuan antar peraggikah bedah

b. Melindungi anggota perawat medikal bedah pada gaamberikan pelayanan
keperawatan medikal bedah.

c. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pelagdmperawatan medikal bedah

d. Berperan aktif meningkatkan kualitas keilmuan rkeldbedah

e. Berperan aktif meningkatkan kualitas pendidikaratdean dan penelitian keperawatan
medikal bedah

f. Meningkatkan peran dan kekuatan organisasi kepéaawaedikal bedah serta
menghimpun kekuatan organisasi dibawahnya

g. Bekerja sama dengan lintas program, lintas sektatah stake-holder untuk
meningkatkan keperawatan medikal bedah terpadu

BAB Il
LANDASAN ORGANISASI

Pasal 3

. HIPMEBI berpedoman kepada prinsip dasar organsasagaimana diatur dalam anggaran
dasar HIPMEBI.

. Operasional organisasi berprinsip dasar untuk mekadre pelayanan keperawatan medikal
bedah yang profesional



BAB IV
PENDANAAN

Pasal 4

. Dana operasional organisasi berasal dari uang paka wajib, hibah dan sumbangan serta
usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

. Dana Operasional yang memerlukan dana melebihi amaggrutin organisasi dapat
ditentukan berdasarkan rapat pengurus organisasi.

Pasal 5

. Uang pokok adalah uang yang berasal dari anggatarsgdakukan registrasi sebagai anggota
HIPMEBI , besarnya adalah Rp. 50.000,-.

. luran wajib adalah iuran yang berasal dari anggatey dibayarkan setiap bulan selama
menjadi anggota HIPMEBI, besarnya adalah Rp. 20-000

. Sumbangan dan hibah adalah uang, barang dan jasa bdentuk apapun yang diserahkan
oleh orang, lembaga pemerintah maupun swasta Hak-pihak lain kepada organisasi.

. Usaha-usaha lain yang tidak mengikat adalah kegiatag dilakukan organisasi untuk
mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk mekgeorganisasi.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 6
Syarat-syarat Anggota
. Anggota biasa
a. Perawat yang bekerja di area keperawatan medikiahbe
b. Dosen/ pendidik dibidang keperawatan medikal bedah
c. Perawat yang mempunyai peminatan di bidang kep¢aawaedikal bedah
. Anggota penuh
a. WNI
b. Memiliki latar belakang pendidikan keperawatan
c. Jenjang pendidikan tak terbatas
d. Usia tidak terbatas
. Anggota Kehormatan
Mempunyai latar belakang pendidikan keperawatam awan keperawatan yang dinilai
mempunyai kontribusi dan dedikasi untuk meningkatkarofessionalisme di bidang
keperawatan medikal bedah

Pasal 7
Tata cara penerimaan anggota
. Calon Anggota mengisi formulir yang tersedia sestemdar
. Membayar uang pokok dan iuran wajib untuk mengaugjgota



Pasal 8
Kewajiban Anggota
Mentaati dan mengamalkan AD/ART HPMBI HIPMEBI HIPAE
Setiap anggota yang diterima menjadi anggota mganh&ang pokok Rp. 50.000, dan uang
iuran Rp.20.000,- perbulan.
3. Menjalankan semua keputusan rapat.
4. Menghadiri rapat yang diadakan HIPMEBI

N

Pasal 9
Hak anggota
Semua anggota berhak mengajukan usulan
Memiliki hak dipilih dan memilih
Mendapatkan kesempatan pengembangan karier
Mendapatkan kesejahteraan
Mendapatkan perlindungan hukum
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Pasal 10
Pemberhentian anggota
Anggota berhenti atau hilang keanggotaannya karena
1. Meninggal
2. Permintaan sendiri
3. Diberhentikan oleh pengurus

Pasal 11

Kaderisasi
Dalam menjaga kesinambungan organisasi perlu ditkader kepemimpinan organisasi
disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VI
SUSUNAN DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 12
Susunan organisasi

1. Pengurus pusat yang meliputi seluruh wilayah Ind@yeberkedudukan di Ibukota Negara
Republik Indonesia

2. Pengurus Propinsi meliputi Wilayah Propinsi/ Daetstimewa/ Daerah Khusus Ibukota
berkedudukan di ibukota propinsi/DKI

3. Pengurus Kabupaten/Kota Meliputi Wilayah Kabupat&ata berkedudukan di ibukota
kabupaten/kota

Pasal 13
Susunan pengurus
1. Pengurus pusat terdiri dari pengurus harian dagyres pleno :
a. Pengurus harian terdiri dari Ketua Umum, Wakil ket@ekJen, bendahara dan ketua-
ketua departemen
b. Pengurus pleno terdiri dari pengurus harian daa ketua serta wakil ketua departemen



c. Pengurus pleno dipilih dan disyahkan oleh kongeessamal untuk jangka waktu 5 tahun

d. Tata cara pemilihan pengurus pusat pleno terselbtirddan disahkan dalam kongres
nasional

. Pengurus propinsi, terdiri dari pengurus hariangmgurus pleno

a. Pengurus harian terdiri dari ketua, sekretarigsndahara

b. Pengurus pleno terdiri pengurus harian dan patsalgtiang

c. Pengurus pleno dipilih oleh kongres propinsi dasakkan dengan surat keputusan
pengurus pusat untuk jangka waktu 5 tahun

d. Tata cara pemilihan pengurus pleno diatur dan Hesableh kongres propinsi

. Pengurus kabupaten/ kota terdiri dari pengurushatan pengurus pleno

a. Pengurus harian terdiri dari ketua, sekretarisgdbbara

b. Pengurus pleno terdiri dari pengurus harian damskstib bidang

c. Pengurus pleno dipilih oleh kongres kabupaten/ kd#éam disahkan dengan surat
keputusan pengurus propinsi

d. Tata cara pemilihan pengurus diatur dan disahkaim kbdngres kabupaten/ kota

Pasal 14
Tanggung jawab pengurus

. Ketua umum

Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yarsglaiggarakan organisasi serta
mempunyai kebijakan tertinggi dalam organisasi

. Sekretaris Jenderal (SekJen)

Melaksanakan kegiatan organisasi serta mendokusikata kegiatan yang dilakukan
organisasi

. Bendahara

Bertanggung jawab terhadap keuangan yang masukedizar di dalam organisasi

. Departemen organisasi dan hukum

Bertanggung jawab terhadap operasional organiasgek legal/ hukum didalam pendidian
operasional kegiatan organisasi dengan bekerja dangan departemen atau bidang lain

. Departemen pendidikan, pelatihan dan penelitian

Bertanggung jawab pada aspek pendidikan dan pahatih

. Departemen humas dan jejaring (Informasi Tehnologi)

Bertanggung jawab tentang hubungan organisasi eayeparan informasi kedalam maupun
keluar dengan bekerja sama dengan departemenidgaglbain

. Departemen pelayanan

Bertanggung jawab terhadap seluruh aspek kepemawgag menyangkut standarisasi
dalam bidang keperawatan medikal bedah

. Departemen Kesejahteraan

Bertanggung jawab terhadap kegiatan atau usaha dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan anggota

Pasal 15
Syarat-syarat pengurus
. Terdaftar sebagai anggota aktif
. Mampu dan mau bekerja
. Sanggup bekerja aktif dan bekerja sama dalam @asini
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Pasal 16
Penggantian pengurus antar waktu
Meninggal
Berhenti
Pindah tempat
Diberhentikan setelah melalui rapat pengurus

Pasal 17
Pengisian lowongan kepengurusan
Pengisian lowongan melalui rapat pengurus

Pasal 18

Kongres Nasional
Kongres nasional kekuasaan tertinggi
Kongres nasional dilaksanakan tiap 5 tahun sekali
Dalam keadaan luar biasa, dapat dilakukan kongeesiasa
Kongres nasional memiliki kewenangan :
Mengesahkan jadwal acara
Memilih dan mengesahkan pimpinan kongres
Menyempurnakan AD/ART, pedoman garis besar prodema, pernyataan sikap
Menilai pertanggung jawaban pengurus
Memilih dan melantik pengurus terpilih
Menunjuk ketua terpilih sebagai ketua tim formatur
Memandatkan kepada formatur untuk memilih pengurus
Memandatkan kepada ketua untuk melantik pengurus
. Menetapkan tempat kongres berikut
. Pedoman kongres :
a. Kongres diselenggarakan oleh pengurus pusat, dgragatia kongres terdiri dari panitia
pengarah dan panitia pelaksana
Tempat kongres berikutnya ditetapkan dalam kongres
Peserta kongres terdiri dari anggota, pengurugpdaimjau
Kongres sah apabila dihadiri oleh 50 % +1 dari alnpropinsi yang ada
Apabila ada yang tidak memungkinkan, kongres ddpatdur sampai dengan 2 (dua)
bulan dari jadwal
Peserta memiliki hak suara dan hak pilih
Sidang dipimpin oleh pimpinan sidang
. Tempat penyelenggaraan kongres ditetapkan bergilir
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Pasal 19
Musyawarah Propinsi

Kongres propinsi kekuasaan tertinggi di Propinsi
Kongres propinsi dilaksanakan tiap 5 tahun sekali

Dalam keadaan luar biasa, dapat dilakukan kongegsiasa
Kongres memiliki kewenangan :

Mengesahkan jadwal acara

Memiliih dan mengesahkan pimpinan kongres

Memilih ketua dan pengurus lain

Menilai pertanggung jawaban pengurus

Memilih dan melantik pengurus terpilih

Menunjuk ketua terpilih sebagai ketua tim formatur
Memandatkan kepada formatur untuk memilih pengurus
Memandatkan kepada ketua untuk melantik pengurus
Menetapkan tempat kongres propinsi berikut

5. Pedoman kongres :

a.
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Kongres diselenggarakan oleh pengurus propinsigaterpanitia kongres terdiri dari
panitia pengarah dan panitia pelaksana

Tempat kongres berikutnya ditetapkan dalam kongres

Peserta kongres terdiri dari anggota, pengurugpdaimjau

Kongres sah apabila dihadiri oleh 50 % +1 dari plmpropinsi yang ada

Apabila ada yang tidak memungkinkan, kongres ddpatdur sampai dengan 2 (dua)
bulan dari jadwal

Peserta memiliki hak suara dan hak pilih

Sidang dipimpin oleh pimpinan sidang

Tempat penyelenggaraan kongres ditetapkan bergilir

Kongres propinsi dilaksanakan paling lambat 6 (eraufan setelah kongres nasional

Pasal 19
Musyawarah Kabupaten/ Kota

Kongres kabupaten/ kota kekuasaan tertinggi di pataun/ kota
Kongres kabupaten/ kota dilaksanakan tiap 5 takkalis
Dalam keadaan luar biasa, dapat dilakukan kongegsiasa
Kongres kabupaten/ kota memiliki kewenangan :

Mengesahkan jadwal acara

Memilih dan mengesahkan pimpinan kongres

Memilih ketua dan pengurus lain

Menilai pertanggung jawaban pengurus

Memilih dan melantik pengurus terpilih

Menunjuk ketua terpilih sebagai ketua tim formatur
Memandatkan kepada formatur untuk memilih pengurus
Memandatkan kepada ketua untuk melantik pengurus
Menetapkan tempat kongres kabupaten/ kota berikut

5. Pedoman kongres :

a.

Kongres diselenggarakan oleh pengurus kabupatéa/ @engan panitia kongres terdiri
dari panitia pengarah dan panitia pelaksana



Tempat kongres berikutnya ditetapkan dalam kongres

Peserta kongres terdiri dari anggota, pengurugpdaimjau

Kongres sah apabila dihadiri oleh 50 % +1 dari almtabupaten/ kota yang ada
Apabila ada yang tidak memungkinkan, kongres ddpatdur sampai dengan 2 (dua)
bulan dari jadwal

Peserta memiliki hak suara dan hak pilih

Sidang dipimpin oleh pimpinan sidang

Tempat penyelenggaraan kongres ditetapkan bergilir

Kongres kabupaten/ kota dilaksanakan paling lanBb&nam) bulan setelah kongres
propinsi

cooo

BAB VII
Sekretariat

Pasal 20
Sekretariat bertanggung jawab terhadap pelaksdngas organisasi
BAB VIl
RAPAT — RAPAT

Pasal 21

Jenis — jenis rapat pengurus yang diselenggardkar-iPMEBI :

arnNE
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Rapat Pengurus

Rapat Kerja Nasional

Rapat Kerja Propinsi

Rapat Kerja Kabupaten/ kota
Rapat Khusus

Pasal 22
Rapat Pengurus
Rapat pengurus harian adalah rapat pengurus ydraglidi oleh ketua dan kelengkapan
pengurusnya
Rapat pengurus harian minimal 1 (satu) kali rajp#rd 2 (dua) bulan
Rapat pengurus harian dapat dilakukan sewaktu-wagdbila diperlukan

Pasal 23
Rapat Kerja Nasional

Rapat Kerja nasional adalah rapat yang dilaksanaletn Pengurus Pusat setiap 2 (dua) tahun
sekali dalam rangka mengidentifikasi, merencanakagaksanakan dan mengevaluasi garis-
garis besar program kerja organisasi sesuai desmganat Kongres nasional.



Pasal 24
Rapat Kerja Propinsi
Rapat Kerja propinsi adalah rapat yang dilaksanakeim Pengurus propinsi setiap 2 (dua) tahun
sekali dalam rangka mengidentifikasi, merencanakasaksanakan dan mengevaluasi garis-
garis besar program kerja organisasi sesuai desnganat kongres propinsi.

Pasal 25
Rapat Kerja Kabupaten/ Kota

Rapat Kerja kabupaten/ kota adalah rapat yang séitekan oleh Pengurus Kota / Kabupaten
setiap 2 (dua) tahun sekali dalam rengka mengitilexgi, merencanakan, melaksanakan dan
mengevaluasi garis-garis besar program kerja osganhisesuai dengan amanat kongres
kabupaten/ kota.

Pasal 26

Rapat Khusus

Rapat Khusus adalah rapat yang diselenggarakarBaléan Eksekutif HIPMEBI di luar Rapat
Kerja nasional, Rapat Kerja Daerah dan Rapat Tahuna

Pasal 27
1. Pengurus pusat berhak mengikuti rapat-rapat ydagsdinakan oleh pengurus di bawahnya.
2. Pengurus propinsi berhak mengikuti rapat-rapat yhllagsanakan oleh pengurus kota /
kabupaten.
3. Jika diperlukan, pengurus yang lebih tinggi dapandang untuk mengikuti rapat dengan
mengajukan permohonan secara resmi.

BAB IX
LAMBANG

Pasal 28
Arti Lambang HIPMEBI:

1. Gambar orang yang yang bevariasi mengartikan ked&ngyzang yang menghimpun diri
dalam satu kesatuan keilmuan keperawatan medikihbdan orangnya sangat bervariasi
baik level pedidikan vokasionaldan profesional di#lmig medikal bedah.

2. Susunan orang Yyang membentuk segitiga dari levekasional dan profesional
melambangkan variasi anggota himpunan perawat raloddah

3. Lampu aladin yang fleksibel melambangkan flekdidi himpunan tetapi tetap memegang
teguh janji seorang perawat yang dimulai sejaralohgfa florance Nitigale

4. Api yang menyala dari lampu aladin melambangkanasgat segenap anggota himpunan
yang tidak pernah pudar.

5. Warna Merah Kuning Hijau sebagai bentukan dasarplanaladin melambangkan
kewaspadaan dan kesiagaan perawat medikal bedah

6. Secara keseluruhan lambang membentuk Segitigapatgmbangkan hirarkhi kebutuhan
dasar Maslow sebagai ruang ingkup kegiatan penaedikal bedah.



BAB X
SANKSI-SANKSI

Pasal 29
Dalam hal menghadapi anggota yang melakukan pedaagg pengurus dapat mengambil
tindakan peringatan dan atau memberhentikan damndgotaan yang akan dapat
dipertanggungjawabkan pada rapat pengurus.

BAB Xl
PENGGUNAAN DANA

Pasal 30
7.Pengalokasian iuran wajib dan iuran anggota :
a. Untuk PP sebanyak 25 %
b. Untuk propinsi sebanyak 35 %
c. Untuk kabupaten/ kota sebanyak 40 %
8.Pembagian uang hasil usaha dari unit-unit pefeksaknis atau usaha-usaha lainnya :
a. Unit pelaksana usaha yang bersangkutan 70 % dadigpatan bersih
b. Sisanya 30 % dari pendapatan bersih dialokasikagaterincian sebagai berikut :
1) Kabupaten/ kota 15 %
2) Propinsi 7,5 %
3) Untuk pusat 7,5 %
BAB XII
PENUTUP

Pasal 31

1) Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah ganigi akan diatur dalam pola
kebijakan dan atau peraturan khusus.

2) Untuk mengantisipasi perkembangan HIPMEBI di masandatang, anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga ditinjau ulang setiap 5 Jlitahun sekali pada saat pelaksanaan
KONAS.

3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini ghetadan disahkan oleh KONAS

HIPMEBI sejak disahkan.
Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal 29 April 2010

KONGRES |
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
PIMPINAN SIDANG,

KETUA : Ns. Ria Sitorus, M.Kep., Sp.KMB
SEKRETARIS : Ns. Uke Pamela, M.Kep., Sp.KMB
ANGGOTA : Ns. Dudut Tanjung, M.Kep., Sp.KMB

Ns. Eko Wiroto, M.Kep., Sp.KMB
Urip Rahayu, Skp., M.Kep.



SUSUNAN KEPENGURUSAN

HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
(HIPMEBI)

KETUA UMUM
Wakil Ketua
Sekretaris Jenderal
Sekretaris Anggota

Bendaharal
Bendahara Il

Departeman Organisasi dan hukum
Ketua :
Wakil ketua bidang organisasi
Wakil ketua bidang hukum

Departemen, humas, jejaring, dan |

Ketua :

Wakil ketua humas :
Wakil ketua jejaring

Wakil ketua IT

Departeman pendidikan, pelatihan dan penelitian
Ketua :

Wakil ketua bidang pendidikan

Wakil ketua bidang pelatihan

Wakil ketua bidang penelitian

Departeman pelayanan

Ketua :
Wakil ketua bidang inst.pel.kesehatan :
Wakil ketua bidang praktik mandiri

Departeman kesejahteraan dan badan usaha
Ketua :

Wakil ketua kesejahteraan kerja

Wakil ketua badan usaha



